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Ketua MPR Zulkifli Hasan saat berdialog dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB)
di Gedung Wilis Kepatihan Yogyakarta, kemarin. Dalam dialog |tu MPR berencana menghidupkan
kembali GBHN.

YOGYAKARTA - Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
ZulkifliHasanmengatakan, terle-
pasprodankontra, pada saatini
banyakhalyangmemprihatinkan
tumbuhdimasyarakatIndonesia.
“Sejakerareformasi, kesenjangan
kekayaan dan sosial serta pudar-

nyawawasan kebangsaan dika-

langan masyarakat,” kata Zulkifli

saat membuka Focus Group Dis-

cussion reformulasi sistem pe-
rencanaan Pembangunan Naso-
nal Model GBHN di Yogyakarta
kemarin.

Zulkifli berpendapat pudar-
nyawawasan kebangsaan karena
tidak ada media untuk menyo-
sialisasikan nilai-nilaiitu. “Kepala
daerah tidakmempunyaianggar-
an untuk itu. Ini berbeda pada
. masaPresiden Soehartoyangada
BP7 kataZulkfli.

Zulkifli yang juga Ketua

UmumDPPPANinimengatakan,

MPR Periode 2009-2014 sudah

mengeluarkan rekomendasiagar

MPR Periode 2014-2019 mere-
formulasikan sistem pemba-
ngunan nasional model GBHN.
GBHN akan dijadikan landasan
bagipemerintah pusat dan dae-
rah. GBHN yang direformula-
sikan nanti mengambil penga-
laman, baik pada masa Presiden
Soeharto lewat Repelita dan Pre-

siden Soekarno lewat pemba-

ngunan Semesta.

e RN WS

(HB) X di Kepatihan Yogyakarta,
MPR mendapat masukan dari
RajaKeraton Yogyakarta ini. “Ke-
inginan menghidupkan GBHN
perlu didialogkan. Semakin luas
mendialogkan, akan semakin
bagus, kataSultan.

Sultan mengatakan, jika
GBHN kembaliada, makajangan

sampai haluan negara itu di-

- abaikan presiden dan kepala:dae-

rah. “Kalau itu sudah disepakati,
jangan melenceng dari haluan

" negaraitu,’kataSultan.

Sementara Dosen FH UGM
Zainal Arifin Mochtar mengata-
kan, jika akan ada GBHN, maka
harus diubah dulu sistem peme-
rmtahannya Saat ini Indonesia
menganut sistem presidensial,
bukan parlementer. “Idenya be-

nar, harusada garisbesar haluan

negara,” kata Direktur Pusat Kaji-

anAntikorupsi(Pukat) UGM ini.
Zainalmengungkapkan, sebe-

narnyalndonesiamasihmemiliki

‘haluan negara, yakni Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Pendek, Menengah dan

- Jangka Panjang. “Cuma tidak

terintegrasi, ujar Zainal.
Menurut Zainal, isu pengem-
balian GBHN yang saatiniadale-
bih mengarah pada pembuatan
GBHN dilakukan MPR RI. Jika
demikian, secara tidaklangsung
sistem pemerintahan akan ber-

tahan yang dianut Indonesia saat

ini, yaknipresidensial. ;
“Perlu- dipikirkan kembali
siapayang nanti akan membuat
GBHN. Jika presiden, otomatis
dalam GBHN tersebut harus di-
perhatikan pula programjangka
pendeknya, yakni selamamasa 5

tahunpresidenmenjabat. Karena - :

untuk  perumusan’ jangka
panjang, Undang-Undang Dasar
sudah merumuskan target pem-
bangunan nasional sendiri,” kata
Zainal.

Dosen Ilmu Pemerintah UMY
Tunjung Sulaksono mengatakan,
tidak benar jika sejak reformasi

1998 lalu Indonesia berjalan tan- -
_pa perencanaan.
GBHN dihapus saat reformasi, .

Meskipun

tapisecarasubstansialadabentuk
lainnya, yakni Rencana Pemba-
ngunan Jangka Panjang (RPJP).

 yang diterjemahkan dalam Ren-

cana Pembangunan Jangka Me-
nengah (RPTM).
“Dengan ‘demikian, urgensi

menghidupkan kembali GBHN

menjaditidakjustifiedkarenaada

RPJP. Persoalannya, RPJM diwa- -

dahihanya dalam Perpres. Hal ini

memunculkan pemikiran perlu- -

nya GBHN dengan konsensus
yang lebih kuat sehingga lebih

menjamin konsistensi dan ke-

sinambungandalamrangkamen-

capai tujuan nasional,” kata
Tunjung. <




